QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
) NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN ANGGARAN 2012

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
‘ DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA

Menimbang . a  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah mengajukan
Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) berupa laporan
keuangan yang diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b.  bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu ditetapkan dengan Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Kabupaten Nagan Raya
Tahun Anggaran 2012;

Mengingat © 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembatan Negara Republik
Indonesia Nomor 3638),

3.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembharan Negara Reptblik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya,
Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179),

- 5. Uncang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara~ Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

£

Dipindai dengan CamScanner



-4

10.

1.

13.

14,

18.

16.

17.

18.

10,

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4400):
Undang-Undang N8mor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerinlahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tehun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 lentang Pemerintahan Aceh
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tehtang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Reputlik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
alas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keunngan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peruturan Pemerintah Nomer 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4503);

Feraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah  Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

' i

| &

Dipindai dengan CamScanner

[



20.

21.

22.

23.

24.

25!

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Pera‘uran Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomeor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

Peraluran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembhinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan
Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4972);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

Peraturan Menleri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standarisas! Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagamana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
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Menetapkan

32. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2009 Nomor 4);

33. Qanun Katupaten Nagan Raya Nomor 06 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2012;

34. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 01 Tahun 2012 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2011;

35.  Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 02 Tahun 2012 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun
Anggaran 2012;

36. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 03 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2013;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA
MEMUTUSKAN :

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA KABUPATEN (APBK) TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

(1). Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa Laporan Keuangan
memuat:

a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Neraca;
c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

{(2). Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri
dengan laporan ikhtisar laporan keuangan badan wusaha milik

daerah/perusahaan daerah.
Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
tahun anggaran 2012 sebagai berikut: :

1. Fendapatan Rp. 527.510.787.205,44
2. Belanja Daerah Rp. 531.512.368.687,00
Surplus/(Defisit) (Rp. 4.001.581.481,56)

3. Pembiayaan Daerah:’

a. Penerimaan Rp. 29.438.707.648,25

b. Pengeluaran Rp. 0,00

Pembiayaan Netto Rp. 29.438.707.648,25
Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
. sebagai Lerikut : .
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Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal
1 tercantum dalam Lampiran Qanun ini terdiri dari -

a. Lampiran | : Laporan Realisasi Anggaran;
Lampiran 1.1 : Ringkasan Lapc:an Realisasi Anggaran menurut urusan
Pemerintahan daerah dan Organisasi
Lampiran 1,2 Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan
Lampiran |.3 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
menurut urusan pemerintanhan daerah, Organisasi,
program dan kegiatan
Lampiran 1.4 ‘Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah
untuk keselarasan dan Keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka
pengelolaan keuangan negara _
Lampiran 1.5 Daftar Piutang Daerah
Lampiran 1.6 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
Lampiran 1.7 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Tetap Daerah
Lampiran 1.8 Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan
Aset Lainnya
Lampiran 1.9 Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan
sampéi akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya
Lampiran 1.10  Daftar Dana Cadangan Daerah
Lampiran .11 Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
b.  Lampiran Il Neraca
c. Lampiran lll Laporan Arus Kas

d. Lambiran v Cetatan atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2)
terdiri dari.

Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah
tercantum dalam Lampiran VI Qanun ini,

vi
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(1). Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan  sejumlah
Rp. 35.484.948.937 56 dengan rincian sebagai berikut;
a Anggarap pendapatan selelah perubahan  Rp. 562.995.736.143,00
b. Realisasi ' Rp. 527.510.787.205,44 -
Selisih lebih/(kurang) Rp. 35.484.948.937,56

(2) S=lisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 59.922.075.104,00
dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggarap belanja setelah perubahan Rp. 591.434.443.791,00
E. Realisasi . Rp. 531.512.368.687,00 -
Selisih lebih/(kurang) Rp. 59.922.075.104,00

(3) Selisih  anggaran dengan  realisasi  surplus/defisit  sejumlah
(Rp. 24.437.126.166,44) dengan rincian sebagai berikut:

a. Surp_lus/c_iefisit setelah perubahan (Rp. 28.438.707.648,00)
h. Realisasi - (Rp. 4.001.581.481,56) -
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 24.437.126.166,44)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
{Rp. 0,00) gengan rincian sebagai berikut;
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setel_ah p_erubahan Rp. 29.438.707.648,25
b. Realisasi Rp. 29.438.707.648,25 -
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 0,00)

(5) Selisih  anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp. 1.000.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan ‘

setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

* b. Realisasi Rp. 0,00 -
Selisih lebih/(kurang) Rp. 1.000.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah

(Rp. 1.000.000.009,00) dengan rincian sebagai berikut;
a. Anggaran pembiayaan neto

setelah perubahan Rp. 29.438.707.648,25
b. Realisasi Rp. 28.438.707.648,25 -
Selisih lebih/(kurang) (Rp. 1.000.000.000,00)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2012 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset Rp. 1.181.600.504.827,79

b. Jumlah Kewajiban Rp. 1.885.488.707,00

c. Jumlah Ekuitas Dana - Rp. 1.179.715.016.120,79
Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢ untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2012 sebagai berikut :
a. Saldo Kas 1 Januari 2012 Rp. 29.438.707.648,25

Koreksi Saldo Awal Kas:
- Transito (pengembalian sisa UYHD Tahun lalu) Rp. 153.364.657,00

b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 91.216.847.795.,44

¢. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (Rp. 95.218.429.277,00)

d. Akt.vitas Pembiayaan Rp. 0,00

e. Aktivitas Non Anggaran (Rp. 153.364.657,00)

f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 2012 Rp. 25.437.126.166,69
Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun
anggaran 2012 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan

keuangan.
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Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS

Pasal 9

Bupati Nagan Raya menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang
penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagai rincian lebih

larjut dari pertanggungjawaban pelaksanzan APBK,

-

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini

dengan pehempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di . Suka Makmue,
pada tanggal . 9 September 201 M
3 Dzulga'dah1434\H

/¢ BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

: Suka Makmue,
© 10 September 2013 M
04 Dzulqa'dah 1424 H

ERA K!\U-BATEN NAGAN RAYA&

H. T.ZAMZAML. TS
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